
 

                                                      
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

  
NOMOR  7 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA PALEMBANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PALEMBANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanan tugas dan fungsi 

serta kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palembang perlu penyesuaian Hak Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palembang; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palembang, sudah tidak sesuai lagi dengan 

keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang; 

 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  

 

Majelis Permusyawaratan………. 

      SALINAN 



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6396); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2017 Nomor 43) sebagaiman telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020 Nomor 64); 

9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah 

Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah 

Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 14); 

 

 

 

10. Peraturan Walikota………. 



10. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 

2017 Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

 
Pasal I 

 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2017 Nomor 40), diubah sebagai berikut: 

 

 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;  

 

Pasal 5 
 

(1) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai besaran tunjangan 

perumahan bagi Anggota DPRD agar tidak melebihi besaran 
tunjangan perumahan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk uang, masing-masing sebesar:   

a. Ketua ................................  Rp. 22.950.000,-/bulan 
b. Wakil Ketua........................ Rp. 22.950.000,-/bulan 

c. Anggota……........................ Rp. 22.950.000,-/bulan 

                                                             
 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 
 

Pasal 7 

 
(1) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) mengenai besaran tunjangan 

transportasi bagi anggota DPRD agar tidak melebihi besaran 

tunjangan transportasi dari DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan. 
(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD sebesar              

Rp. 19.950.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima 
Puluh Ribu Rupiah).  

 

Pasal 7A 
 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diberikan terhitung sejak 
bulan Januari 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 
 

Pasal II…… 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Palembang. 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 30 April 202 1 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

ttd 

RATU DEWA 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 30 April 2021 

WALIKOTA PALEMBANG, 

ttd 

HARNOJOYO 

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG, 

ALhAN-Gl:JNERY 
NIP. 198 03)32002121001 


